
J. Pasal 18 ayat (6J lJndang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.hun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lerubaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3851 ); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kota Kendari Nomor Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksariaan Anggaran Pendapatan 
Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 perlu 
menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban 'Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 
Tahun, Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 

TAHUN ANGGARAN 2019 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR y" TAHUN 2020 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALll{OTA KEND,\RI 



ten tang 
Republik 

Lernbaran 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran 

r 



Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

13. Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern 
Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 6041); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nnmor 106, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stander 
Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

I 



Rp. 215.330.974.788,06 
Rp. 940.448.048.033,00 
Rp. 160.037.516.363,00 
Rp. 1.315.816.539.184,06 

Laporan realisasi anggaran tahun 2019 terdiri atas : 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain - lain Pcndapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Pasal 1 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2019 

PERTANGGUNGJAWABAN 
PENJABARAN 

ANGGARAN 
TENTANG 

PELAKSANAAN 
WALIKOTA PERATURAN Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah 
scbagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menter.i Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa.n 
Keuangan Daerah {Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri DaJam Ncgeri Nomor 
120 'Tahun 2018 tentang Perubahan at.as Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 

26. Peraturan Daerah Kot.a Kendari Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kota 
Kendari Tahun J\nggaran 2019 [Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2018 Nomor 11); 

27. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kola Kendari Tahun Anggaran 2019 [Lernbaran 
Daerah Kota Kcndari Tahun 2019 Nomor 5); 



Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum pada Lampiran r Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporao realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran l Peraturan Walikota ini, 

Rp. 19.476.442.497,87 
Rp. 0,00 

Rp. 44.339.000,00 

Rp. 9.515.644.000,00 
Rp. 0,00 
Rp 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 10.005.137 .497 ,87 

Rp. 28.628.582.072,34 

Rp. 82.905.668.682,00 
Rp. 214.761.053.966,52 
Rp. 439.346.343.141,07 
Rp. 737.013.065.789,59 
Rp. l.297.193.094.609,59 
Rp. 18.623.444.574,47 

Rp. 541.265.630.662,00 
Rp. 
Rp. 
Rp. 14.175.395.000,00 
Rp. 3.033.000.000,00 
Rp. 
Rp. 1.270.388.958,00 
Rp. 435.614.200,00 
Rp. 560.180.028.820,00 

Pasal 2 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

3. PembiayaanDaerah 
a. Penerimaan Pernbiayaan Daerah 

1) Sisa Lebih Pcrhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

2) Penerimaan Pinjaman Daerah 
3) Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman 
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
2) Pembayaran Pokok Utang 
3) Sadan Layanan Umum Daerah 
4) Pernberian Pinjaman Kepada 

Pihak Ketiga 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

I] Bclanja Pegawai 
2) Belanja Sunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) BeJanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR ~b 

Hj. NAHWA UMAR 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 28 - 9 - 2020 

WALIKOTA KENDARI 
PARAF KOORDlNASI 

NO. INSTALASI /UNIT KERJA PAR AF , ~S<-· 11411'1 llill!<\"' .n. 
2 \<-« .1H01\-0 1 · 
3 fG\ba. \.l'(!Si.("1 ~- ~ . 
4 \ 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 9-8 - © - 2020 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Pasal 7 

Lampiran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 6 

Lampiran 1 dan Lampiran Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota lni. 

Pasal 5 

Penjabaran Laporan Realisaai Anggaran sebagaimana dima.ksud dalarn Pasal 3, 
tercanturn dalam Lampiran fl Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 
' 
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